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PUTUSAN
Nomor 5519/Pdt.G/2018/PA.Sbr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara
perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan

putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Penggugat, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
Pelajar/Mahasiswa, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon,
dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yanto Irianto, SH,
Suparman, SH, Carudi Karjaya, SH, Womi Yuhad, SH dan
Subagdjo Anugroho, SH/kesemuanya para advokat dan
konsultan hukum beralamat di Jalan Sultan Ageng Tirtayasa,
Perum. Griya Mukti Asri C.17 No. 07 Desa Kedungdawa
Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tertanggal 24 September 2018, sebagai
Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan D.3, pekerjaan Wiraswasta,
tempat kediaman di Kabupaten Cirebon, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat/kuasa hukumnya dan saksi-saksi di

muka persidangan;
DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 September

2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dibawah

Nomor 5519/Pdt.G/2018/PA.Sbr. tanggal 26 September 2018, telah
mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Ahad tanggal 25 September 2016 telah terjadi pernikahan

antara Penggugat (Penggugat) dengan Ade Dwi Surya Atmaja bin Redi
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Purwana, SH (Tergugat), berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor tanggal
25 September 2016 yang perkawinannya tercatat di Kantor Urusan Agama
Kabupaten Cirebon;

2. Bahwa semula Penggugat Penggugat dan Tergugat hidup bersama dalam
satu rumah yang beralamat di Kabupaten Cirebon;

3. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak
laki-laki;

4. Bahwa sampai saat ini Penggugat dengan Tergugat masih dalam ikatan
perkawinan;

5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam
keadaan rukun, namun sekitar awal bulan Februari tahun 2018 ketentraman
rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena antara
Penggugat dan Tergugat sering terjadi perseilsihan dan pertengkaran terus
menerus karena faktor ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah untuk
memenuhi kebutuhan rumah tangga, karena Tergugat tidak mempunyai
pekerjaan dan penghasilan yang tetap;

6. Bahwa semula Penggugat berusaha bersabar dan telah beberapa kali
menyarankan kepada Tergugat untuk merubah sikap, akan tetapi Tergugat
tidak pernah menanggapinya;

7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut berkelanjutan terus menerus
hingga sekarang, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat
tinggal/pisah ranjang sejak bulan Maret 2018 Penggugat pulang ke rumah
orang tua Penggugat sendiri sejak itu sampai sekarang sudah tidak ada
hubungan lagi;

8. Bahwa pernah dilakukan mediasi dengan kedua belah pihak keluarga akan
tetapi tidak menemui penyelesaian dan Tergugat tetap meminta untuk
berpisah/bercerai;

9. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai mana
diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga
yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagai mana maksud tujuan

perkawinan sehingga lebih baik di putus karena perceraian;
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10. Bahwa hal tersebut di atas telah cukup untuk dijadikan alasan bagi
Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai dengan Pasal 34 ayat (3) UU
Perkawinan yang menyatakan :

[0 Jika suami atau isteri melalikan kewajibannya, masing-mamsing dapat
mengajukan gugatan kepada Pengadilan;

[ Pasal 34 ayat (1) UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang
menyatakan suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala
sesuatu  keperluan  hidup berumah tangga sesuai dengan
kemampuannya;

11. Bahwa Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.
1 tahun 1974 “Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan
sebagai berikut : (f) antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan
dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam
rumah tangga;

Berdasarkan dalil-dalil/alasan tersebut diatas, Penggugat mohon dengan
hormat, kiranya bapak Ketua Pengadilan Agama Sumber cg. Majelis Hakim
yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan
putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

2. Menjatuhkan talak Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa, Penggugat telah menguasakan kepada kuasa hukumnya Yanto
Irianto, SH, Suparman, SH, Carudi Karjaya, SH, Womi Yuhad, SH dan
Subagdjo Anugroho, SH/kesemuanya para advokat dan konsultan hukum
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 September 2018 dan telah
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dengan Nomor
27/Adv/1X/2018 tanggal 26 September 2018;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dengan
didampingi kuasa hukumnya datang menghadap di muka persidangan,
sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai

wakil atau kuasanya yang sah, padahal kepadanya telah dipanggil dengan
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resmi dan patut berdasarkan berita acara relaas panggilan tanggal 02 Oktober

2018 dan 11 Oktober 2018, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu

disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat baik
secara prinsipal maupun melalui kuasa hukumnya agar Penggugat dapat
membina kembali rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil
dan Majelis Hakim memandang perkara a quo tidak mungkin untuk
dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan
membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap
dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotocopy dari Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat, bukti tersebut telah
diberi materai cukup dan telah dicocokan dengan aslinya yang ternyata
sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);

2. Fotocopy dari Kutipan Akta Nikah Tanggal 25 September 2016 yang
dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Cirebon, bukti tersebut
telah diberi materai cukup dan telah dicocokan dengan aslinya yang ternyata
sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);

Bahwa, di samping itu, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi
yaitu :

1. Saksi I, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat kediaman di
Kabupaten Cirebon dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai
berikut :

- Bahwa saksi adalah Kakak Kandung Penggugat;

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan
harmonis di rumah bersama akan tetapi sejak Maret tahun 2018 rumah
tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan

pertengkaran;
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- Bahwa penyebabnya karena Penyebabnya karena masalah ekonomi,
penghasilan Tergugat tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan rumah
tangga;

- Bahwa sejak 6 bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah
berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;

- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Penggugat, akan tetapi tidak
berhasil;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat
membenarkannya;

2. Saksi Il, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan SPG, tempat kediaman di
Kabupaten Cirebon dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai
berikut :

- Bahwa saksi adalah Teman Penggugat;

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan
harmonis akan tetapi sejak Maret tahun 2018 rumah tangganya sudah
tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Yang
menjadi penyebab pertengkaran tersebut karena masalah kurang nafkah,
Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat ;

- Bahwa sejak 6 bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah
tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkannya;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat
membenarkannya;

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya mengatakan tidak akan
mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Majelis Hakim agar
menjatuhkan putusannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal

sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;
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PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguasakan kepada kuasa
hukumnya Yanto Irianto, SH, Suparman, SH, Carudi Karjaya, SH, Womi Yuhad,
SH dan Subagdjo Anugroho, SH/kesemuanya para advokat dan konsultan
hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 September 2018, dan
telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber, sehingga karenanya
kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam
perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut,
akan tetapi tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai
wakilnya/kuasanya dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu
alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan
tidak melawan hukum, maka Tergugat yang telah dipanggil tersebut harus
dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR perkaranya
dapat diputuskan dengan verstek;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha
maksimal menasehati Penggugat baik secara prinsipal maupun melalui kuasa
hukumnya agar Penggugat dapat rukun kembali membina rumah tangga
dengan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di samping itu oleh karena Tergugat tidak pernah
hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan (vide
PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 4 ayat 2 huruf b);

Menimbang, bahwa terlebih dahulu berdasarkan alat bukti (P.1) Majelis
Hakim harus menyatakan bahwa oleh karena Penggugat berdomisili di wilayah
hukum Pengadilan Agama Sumber, maka gugatan Penggugat dapat diterima
untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti (P.2) yang telah

memenuhi syarat formil dan materil, harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan
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hukum antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang

sah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat telah mendasarkan
gugatan cerainya terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sejak Februari
tahun 2018 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis,
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan akan hidup
rukun lagi dalam rumah tangga, dimana penyebabnya karena faktor ekonomi,
Tergugat tidak memberikan nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga,
karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang tetap, hal
tersebut mengakibatkan sejak bulan Maret 2018 Penggugat dan Tergugat telah
berpisah tempat tinggal/pisah ranjang karena Penggugat pulang ke rumah
orang tua Penggugat sendiri dan sejak itu sampai sekarang sudah tidak ada
hubungan lagi;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penggugat telah mengajukan
dua orang saksi yang dari keterangannya saling bersesuaian, Majelis Hakim
telah dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis;

- Bahwa sejak Februari tahun 2018 keadaan rumah tangganya tersebut sudah
tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebabnya karena Penyebabnya karena masalah ekonomi,
penghasilan Tergugat tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan rumah
tangga;

- Bahwa sejak 6 bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat
tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, harus
dinyatakan terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran
yang mengakibatkan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal dan tidak
pernah berkumpul kembali dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa disamping itu para saksi tersebut sudah pernah
berusaha menasehati Penggugat dan mengatakan tidak ada kesanggupan
untuk dapat merukunkannya kembali, sehingga Majelis Hakim berpendapat
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bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit dan tidak ada harapan untuk
dapat hidup rukun kembali di dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9
tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, perceraian dapat
terjadi apabila “antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan
pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam membina
rumah tangga”;

Menimbang, bahwa demikian juga menurut Mahkamah Agung
sebagaimana tertuang dalam putusannya No. 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober
1990 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim bahwa
apabila ternyata adanya perselisihan sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f)
PP No. 9 Tahun 1975, maka hal itu semata-mata ditujukan kepada
perkawinannya itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal
terjadinya perselisihan yang mengakibatkan tidak ada harapan akan hidup
rukun lagi, karena pernikahan adalah suatu perjanjian yang suci (mitsagan
gholidzon/Pasal 2 KHI) yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan
kesalahan salah satu pihak, sehingga apabila perkawinan itu telah pecah
berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula;

Menimbang, bahwa terlepas dari peristiva atau keadaan yang menjadi
penyebab terjadinya perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat,
yang jelas Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum bahwa
perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah sedemikian rupa,
rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur dan tidak mungkin akan
dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat
dan Tergugat tersebut, jelas tidak mungkin akan terwujud kehidupan rumah
tangga yang bahagia dan kekal lahir bathin sebagaimana yang menjadi tujuan
perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3
KHI, dan membiarkan suasana rumah tangga yang demikian, justru akan
menimbulkan mudlarat bagi kedua belah pihak, oleh karena itu perceraian
dipandang jalan yang terbaik dan lebih maslahat bagi keduanya;
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Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam
kitab Al-Muhadzab juz Il halaman 82 yang kemudian diambil alih menjadi
pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

Ejnb aeE°jU” tvni @nE°&,8S0 E, 85U ECDA bl
YaFA™"¢ 24

Artinya: “Disaat istri telah memuncak ketidaksukaan terhadap suaminya,
maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka
gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur
dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19
huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f)
Kompilasi Hukum Islam dan karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan
dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh
karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada

Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta
ketentuan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;
MENGADILI
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap
Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 281.000,00 (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Agama Sumber pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 Masehi,
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bertepatan dengan tanggal 6 Safar 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. ISAK
MUNAWAR, MH. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Al SUHAYATI, SH.MH. dan
Drs. YEYEP JAJA JAKARIA, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang
dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut
dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Hj. N. EMPAT PATONAH, S.Ag.
sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/kuasa hukumnya

tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Drs. ISAK MUNAWAR, MH.

Hakim Anggota Hakim Anggota
ttd ttd
Dra. Hj. Al SUHAYATI, SH.MH. Drs. YEYEP JAJA JAKARIA, SH.

Panitera Pengganti

ttd

Hj. N. EMPAT PATONAH, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 190.000,00
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,00
5. Biaya materai _Rp. 6.000,00

Jumlah Rp. 281.000,00

(dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)
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Dicatat disini :
- Amar putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal

- Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal

Untuk salinan yang sama bunyinya
Panitera,

Drs. H. Jaenal
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